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LAMPIRAN 1

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTRA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
KEADAAN DARURAT

KOTA PADANG PANJANG

Tempat ,
KEPALA SKPD

NAMA
NIP

WALIKOTX PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN'

No Jenis Kebutuhan Satuan Perkiraan kebutuhan Dana
(Rp)

Total
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LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR S4TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTRA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
NIP

Jabatan
Alamat
Berkenaan dengan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari
Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang
Panjang Yang dipergunakan untuk

Sejumlah
Rp

( )

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak
terduga sesuai dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor

Tahun Tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja

tidak terduga kepada Walikota Padang Panjang selambat-lambatnya 1

(satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Mengetahui: Padang Panjang,
Kepala BPKD Yang Menyatakan

NAMA NAMA
NIP NIP

WALIKOTA PADANG PANJANG,

| DLY AMRAN

Ll
PA
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LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR S4 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTRA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jln.St. Syahrir No. 178 Telp. (0752) - 485152 Fax (0752) - 85152

PADANG PANJANG - 27118

BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di
BPKD Kota Padang Panjang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

NIP
Jabatan
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama
NIP
Jabatan
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Belanja Tidak Terduga kepada
PIHAK KEDUA sebesar Rp ( juntuk
digunakansebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan
akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga tersebut kepada
Walikota Padang Panjang, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
kegiatan selesai.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ADLY AMRA y

3
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LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTRA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KOTA PADANG PANJANG

SKPD:
No Uraian Anggaran | Realisasi |Penyerapan | Capaian

(Rp) (Rp) (Rp) Output
Volume Satuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat,
KEPALA SKPD

NAMA
NIP

WALIKOTA PA

AFADLY AMRAN 8

PANJANG,

8
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LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR $4TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTRA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Padang Panjang,
Bendahara Umum Daerah

NAMA
NIP.

WALIKOTA PADANG PANJANG,

EWFADLV AMRAN

No SKPD Rencana
Kebutuhan

Jumlah (Rp)

AI
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LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR S TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTRA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Padang Panjang,
Bendahara Umum Daerah

NAMA
NIP.

WALIKOTA PADANG PANJANG,

!

No SKPD Penggunaan | Jumlah | Realisasi | Selisih | Persentase
(Rp) (Rp) (Rp) Realisasi

(90)

ADLY AMRAN

1

&


